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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya kepada kita semua, sehjgggf"ai;:g;_apat

e

disusun Rencana Strategis Organisasi P__éréngkat

Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten-Pesisir Selatan tahun

2021-2026.

o

Rencana Strategis merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Visi dan Misi
Dinas Kependudukan dan Catatén-.SipiI'Kabupaten Pesisir Selatan. Revisi Rencana
Strategis ini mencakup Tu'jua;'i;-;; Sa§aran, Sasaran Indikator, Térget yang ingin dicapai

dengan Strategi‘Pencapaian, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan dalam

rangka,péﬁtgpg_iéﬁ target kinerja daerah sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten

Pesis .éelg:tan Tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis ini diharapkan menjamin berbagai program dan kegiatan yang
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akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dengan tujuan dan sasaran dapat

‘diwujudkan.

Akhirnya semoga Perubahan Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini mampu meningkatkan kinerja pelaya__ﬂn"ahﬂ"fa?:\erah

¢
. %

utamanya di bidang. administrasi kependudukan.

Painan, 24 September 2021

Kabupaten Pesisir Selatan r t

AFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001
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Y PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembﬁ%il};%nr\ﬁngka .

. \_
menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Sela %hun 2016-2021

dan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016- 2021, maka gerpedoman pada

RPJMD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Taﬁqﬁ@%@—%@& Dinas Kependudukan
N\Y

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selaf?jn"‘\égkew'ajiban menyusun Renstra Ta-
% b

P

Y

hun 2021-2026, untuk menentukan af I“-x\ij;j%n' dan upaya-upaya yang akan dil-
akukan dan dicapai dalamjangkﬁ%a&ﬂwb) tahun kedepan.
B}

Renstra Dinas Kependudt dan Penbcatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

L
-y %

Tahun 2021-2026 4 \ ah E)Bk%{]men Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
Jka

Organisasi P{ erah yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Pro-

gram, @dﬂ)% Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Di-
nas\Kependddukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan serta berpedoman
™

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabu-

paten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra, berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penye-

lenggaraan pembangunan daerah bidang Kependucukan dan Catatan Sipil Tahun
{ -

e = '; Page 1
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2021-2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan
dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaat-

kan peluang diwaktu kedepan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin di-

capai sampai akhir periode Renstra pada Tahun 2026; penyusunannya melal

proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetal

dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keﬁq{arasn hasilnya

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala Xa&‘gq a@a atau yang akan
timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra anas Iéependudukan dan Pen-
catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang m@ Ef;, sasaran, strategi dan ke-

bijakan serta program dan keg;atan yag‘g akan dllaksanakan sampai pada Tahun

1 L Y T\ %’M

Adapun keterkaitan dokum Nwdengan dokumen Iamnya antara lain sebagai

2026.

berikut : Y "' ‘

7,

1 Dokumen: Rin:stgi ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
w\aﬁ%h (RPJMD) dengan ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah

' 'gna Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pen-

catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang setiap tahun akan dijabarkan dan
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan -
dan Pencatatan Sipil atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Organisasi

2 Page 2
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Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

2) Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), yang merupakan salah satu instrument pertanggungjawaban pemerintah,

maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah wuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimanﬁ%?&n In-
gka

struksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan seka[iguN al untuk

melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependqdy%é@p pencatatan Sipil
‘5’4 '5,,;,-
Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana ketent ga;&:;tiwan Walikota Nomor 59
b
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi&f@&@ an, Tugas Dan Fungsi dan
AN\

Tata Kerja, Dinas Kependudukan dan '“éncé{%r? Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

A

& ] 1
v FA : Ad
S 0% - L

Dengan berlatar belakang,@a%l"%teérié’az“f?éiatas, maka Dinas Kependudukan dan

~cN\ ) 7
Pencatatan Sipil Kabupaten|Resisjr “Selatan menyusun Rencana Strategis (Renstra)
yang bersifat indikatjf«ga \; erupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang

selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mem-

Siradan Sipil yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapi

per a tensi, peluang dan kendala yang ada.

engan demikian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun
2021-2026 mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
. " (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan yang disesuaikan dengan visi dan misi Kepala

i Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

-

-

# '-, Page 3
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1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah

sebagai berikut:

1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tenta K‘Q Hﬁgan
Negara; M"{:\}\‘ﬁ

2)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun l@te ng Perbenda-
haraan Negara;

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nome.g_"*z__S '%__rT__ghun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiongl;

4) Undang-Undang Republlk Jndﬂne‘%&@w Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Perencanaan Pembangunap Jangka PanJang Nasional Tahun 2005-2025;

5) Undang-Undang Rgpg_bllkr-ladonema Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

baga1mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
"i\ A

'""Q‘»Tl;ghun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7)  Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 58 Tahun 2006 tentang Pe-

doman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Page 4
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8)

9)

10)

1)

12)

13)

14)

Peraturan Pemerintah Nomor 8' Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pemb%an

ﬁ“

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 _ %
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 p%r:}@ ata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna% ata Cara Eval-

uasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rengana Pe angunan Jangka Pan-
£

- % S 3
jang Daerah Dan Rencana Pembangunanfjg’f‘ﬁg@%éh e Dlsanei Sk Tk
.‘.'.‘..'.'_ Y \ "‘{ag:: \\P

Cara Perubahan Rencana Pembar.?g-una__n-;_,):a'lﬁhgka Panjang Daerah, Rencana
; L

4 \
Pembangunan Jangka Meneh@@@an Rencana Kerja Pemerintah Dae-
rah. (‘\\%}

Peraturan Menteri aafa@ Né{ggfli Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
% ‘

4

sy Y\
dan Nomenk&t{’i@%zgﬁaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
o )
A\
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- ’wg% %
- g

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata
cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksa-

naan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Page 5




15)

16)

17)

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penyusuan ‘Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79)

{
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 201(1\ tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun WQ% I‘sntang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. r“"«-,_.‘ #

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun”’zoi@‘%'[aﬁtang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Qg‘«erja Dian Uraian TugasJabatan

StrukturalDinas Kependudukan Dan Pencatat;n Srpil

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

. NS '“':"ﬂ'-"—(
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1.3.2. Tujuan '

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2021 - 2026 ini yaitu :

1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya

administrasi kependudukan. %

2) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja %
pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, m|5| t‘fi]uan* dan kebijakan

pembangunan daerah.

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat akan tc}@%\v&trasn kependudukan.

4) Memantapkan penyajian data kepenquduka&yang valid, lengkap dan mutakhir.
a Yz\ 3

1.4. SISTEMATIKA PENUL!SA{G RENSIM

”"s,
Sistematika Rens{fak Drna§, ependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pesisir Selatan Tapgr@m-zoﬁs adalah sebagai berikut :

"“h\ ;!
'x, 'ut-

Bab | Pendahufuan

Pt 1- :\ Wy J

Tk, e
( \\;ab ini mengetengahkan latar belakang Dinas Kependudukan,
NG

pentingnya penyusunan Renstra Instansi, maksud dan tujuan

penyusunan Renstra, Landasan Hukum serta Sistematika Penyusunan.

Page 7
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Bab Il : Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pesisir Selatan

Bab ini memberikan kondisi internal Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari tugésid@n
fungsi serta struktur organisasi, sumber daya manumé‘“‘* IaBa#‘dan
prasarana yang ada, kinerja pelayanan, tantamgan éarig* peluang
pengembangan pelayanan pada Dinas Kependl}dukat;t*d;n Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Pada bab |n|Juga dlsampalkan kondisi

A Q’L e S "'L.sl"'

eksternal organisasi yang dapatameﬁmengaruhl kinerja instansi.

Bablll : Permasalahan Isu-Isu Strat"_eg}@ Dinés Kependudukan dan

';.'\'E..

Pencatatan Sipil Kabupaten Pe9|5|r Selatan
Bab ini dirumuskan |su iSL! strategls |dent|f|ka5| masalah, telaahan visi,

misi, {r@ggamgmpati Pesisir Selatan, serta rencana umum tata ruang

% I"‘-,“"' £
wilayah.,
Bab IV - _"__Li'l_’__uj_;___{a,n?dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

.:,_q* Bab ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai selama
b "*«».:'

kurun waktu tahun 2019-2023 atas dasar hasil analisis situasi dan

lingkungan serta strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan.
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BabV  : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan.

BabVl : Rencana, Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan -
indikatif ‘

Bab VIl : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kependudukan dan - '

Pencatatan Sipil

Bab ini dikemukakan kinerja penyelengga w@ndudukan dan
pencatatan sipil Fih

Bab VIl : Penutup

Page 9
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PERANGKAT DAERAH

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesmr Selatan

'9.

berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 51 Tahun 20‘164entang Tugas Pokok,
A LW
Fungsi dan Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tug_as pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
kependudukan dan pencatatan -s_ipii..._,__;_\s_é‘é'qgi idengan kewenangan dan kebijakan

Pemerintah Daerah.

o A ':.:_ 5 1
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

mempunyai tugas‘- h{embantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang
admlnlstrasLﬁ kepeududukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

'%

pem Wang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

~Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Dinas

menyelenggarakan fungsi:

1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

2. Pelaksanaan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Page 10
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3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil;
T 4. pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Dinas mempunyai
rincian tugas sebagai berikut : '\%

1. Merencanakan program kegiatan mengacu kepada Rencgna’\é ngunan

Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang- unc;langan,

# -u x

2.  merumuskan program bidang pendaftaran, Ppendud,i"jk* pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kepemd&édgkan,u:kerja sama, pemanfaatan

data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

3. mengkoordinasikan bsdaqg N?endaﬁaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan inforrnasi "-a mlmstraSI kependudukan, Kerja sama, pemanfaatan

data dan dekumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi

ke pendudu kan,

dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. mengarahkan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
. informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan

. dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
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menyelenggarakan  bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependuduxan, kerjasama, pemanfaatan

data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

mengevaluasi bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pen elolaan
informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfa? d@, dan

dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan admmustraﬁ&genghdukan

melaporkan pelaksanaan bidang pendaftaran pendud’uk Jpencatatan sipil,

pengelolaan informasi administrasi kepend%du}_kan, keUasama, pemanfaatan

data dan dokumen kependudukan seré"l"am?%i l?‘}OV‘GgS,T pelayanan administrasi

kependudukan;

b lt.

membagi tugas dan mengkoordmir kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masmg masmg bldang untuk ke!ancaran melaksanakan tugas;

LY -

membina pet%g;:pgkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
en ’ atka

Merja pegawai;

{@I%@i sanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan

\ﬁ\ﬁ?pll Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada dibawah dan betanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

dengan organisasi sebagai berikut

a.

Kepala Dinas;
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b. Sekretaris;
e Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
e Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk;

e Seksi Identitas Penduduk;

R . L&
e Seksi Pindah Datang Pendudu; RN M
'\ 7 v
e Seksi Pendataan Penduduk; y ™
N L
?:m"‘%.'-.%!.-.. ‘h“; \,f
d. Bidang Pencatatan Sipil; LD
e Seksi Kelahiran; J —
*»  Seksi Perkawinan dan Perceraian;
e Seksi Perubahan Status An‘akjﬁ?\n?h%garfggaraan dan Kematian;

o,

o

Bidang Pengelola lnform,asi,f:,?_\amirijst?asi Kependudukan;

.

e Seksi Pengolahah.‘;c}q‘n Peryajian Data Kependudukan;
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016

- SEKRETARIAT

JABATAN =
. FUNGSIONAL

AT AMNAR
3 IV A

UNIT PELAKSANA
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2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAM

: 221 KEPEGAWAIAN

Jumlah Aparat Sipil Negera (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap)
yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

berjumlah 133 orang. Pada saat ini (Tahun 2021) terdapat 3 (tiga) kekoson %@da
Jabatan Struktural yaitu Jabatan Sekretaris, Kepala Seksi Pendataa @ dan

Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan gharF\qu‘aﬁan. Untuk
Ty O\

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

&
4
G

Tabel 2.1.
Komposisi Aparatur Sipil Nega;

Status Pengisian

Jabatan Jumlah e

Kepala Dinas- Ada
Sekretari.s A | @"*&;% | Tidak Ada
Kepala Bidang f
o Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | ' 1 Ada
e Kepala Bidang Pe‘La‘y“anan Plencatatan Sipil 1 ; Ada
- Kepa.;la!__mB_‘i.:c.fa_n:g f'*é_éngélolaan Informasi Administrasi 1 : ik
Kepe‘pd_qggkans_dan Pemanfaatan Data
Kepalé Sdb Ba;]_ian
pa)ls;;sﬁh Bagian Umum dan Kepegawaian 1 . Ada
e Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan | 1 Ada
Pelaporan
Kepala Seksi 7
e Kepala Seksi Identitas Penduduk = " Ada
: e Kepala Seksi Pendataan Penduduk | 0 | Tidak Ada
i * Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk il ’ Ada
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2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

" Jabatan . Jumlah

Kepala Seksi Kelahiran

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian 1
Kepala  Seksi Perubahan  Status  Anak, | 0
Kewarganegaraan dan Kematian

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi | 1
Kependudukan

Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan . 1

Status Pengisian

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data . & fi VA E

Kependudukan N
Fungsional Umum | 23 .|

Pegawai Tidak Tetap

JUMLAH TOTAL

L ¢ ‘y’

Sarana dan prasarana pe[gurgaglgﬁkgangi dimiliki Dinas Kependudukan dan
S

\\%‘ N

Pencatatan Sipil Kabupaten JF;’Wemic.j_‘sigr S‘}Yan "berdasarkan kondisi per-31 Desember
S\J

(

2020 antara lain sebagai/gerikuty; \

{ Tabel 2.2
L
Eﬁ'ﬁ\m&rang dan Kondisinya Per 31 Desember 2020

: et \ !
. | PompaAir . 2 2
. 3 3
- Sepeda Motor 20 20
Sepeda 1 1
Mesin Ketik 2 2
Almari Besi 2 2
Rak Besi Siku a1 51
. | Rool Pack/ Rotary filling 4 4
| RakKayu _ 25 25




Nama Barang

DUKCAPIL -7 [ -1

Kondisij
Rusak

Baik

Jumlah

w
(8]

Almari lereg kaca 4 - 4
Almari kayu 10 - 10
15. | Mesin Presensi 3 - 3
1. | LayarOHP e - i o
17. | LCD Proyektor 1 - {1
18. | Kursi Komputer 10 - 10
19. | KursiTunggu 6 o AW L,
20. | Meja Komputer 7 e
21. | Kursi Tamu 3 " 3
22. | MejaKerja 46 7 46
23. | Meja Knap RENInE 3
24. | Jam Dinding 8 - 8
25. | AC 0 » 15
26, | Exhouse Fan ; 2 2 2
27. | Televisi T4 - 4
28. | Sound System 1 B 1
29. | UPSPC 5 2 5
30. | Lambang Garuda 1 - 1
31. | Gambar Presiden, Wakil Presiden ) ™ 2 - 2
32. | Tiang Bendera : o - 1
33. | Monitor PC e 21 E 21
34 | PC \ 45 - 45
35. | Laptop (W Y/ M - M
36. | Scanner 17 - 17
37. | Server SIAKZ NG 1 - 1
38, | SaranalAN 1 - 1
39. | Sarana [AN dengan mode 14 - 14
40. | Printer ' 133 - 133
41. | MejaKerja 1Biro 6 - 6
42. | UPSPC 32 - 32
43 KursiSandaran Tinggi 3 - 3
44, | Kursi Sandaran Rendah 7 - 7
45. | Kursirapat lipat 19 - 19
46, | Kursi rapat susun 5 e T
47. | Kursistaf 43 - 43
48. | Camera Digital 29 - 2
49. | Adaptor Camera 15 - 15
50. | Tripod 14 =il
51. | Pemotong KTP ELEKTRONIK 28 - 28
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23. KINERJA PELAYANAN m'l‘ DAERAH

Perubahan UndanQ—Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh
DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di
bidang administrasi kependudukan. &k

Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningk( I?%;?Q;T}tas
pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, me mjm.\ak.urasi data

kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk K% (NIK) serta

ketunggalan dokumen kependudukan. Selain dari_géfda itu \g\en.gan disusul lahirnya
A NN

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent,an’-g‘;_s;i_:?{i"ie';hgrhfﬁ%;han Daerah sebagaimana
lampirannya tentang Pembagian Urusan "P'érhé;f‘n,t-aﬁan konkuren Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, Provinsi dan *[Matenmota, disebutkan bahwa Urusan

; . N\ | -
Pemerintahan bidang Ader’lﬁﬁasa%Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
% % \

Kabupaten/Kota yang hé;;i’ffs%_dii"é’i?%énakan yaitu :
e ™ M
d{4) (VY

e Pelayanan e ‘fﬁa‘%ﬁé"enduduk;
? ) !

3\

\R_erlc'.tétan Sipil;

N

. PeI’;}‘ (=

- Pengu[{npulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian
database kependudukan kabupaten/kota; dan

* Penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.
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Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Terdiri dari :

1.  Pelayanan Dokumen Peristiwa Kependudukan, meliputi :
a) Penerbitan Kartu tanda Penduduk Elektronik (KTP-El);
b) Penerbitan Kartu Keluarga (KK);

¢) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);

d) Surat Keterangan Kelahiran;

e) Surat Keterangan Kematian;

f) Surat Keterangan Lahir mati; e Y *
g) Surat Keterangan Pindah;

h) Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Daerah;

i) Surat Keterangan Plndah Datang Luar Daerah;

j) Surat Keterangan Tlnggal Sementara (SKTS);

k) Surat Pengantar Pindah WNA;

1) Surat KeteranganTem pat Tinggal (SKTI);

&E{Tegangan Pendaftaran Penduduk;

§urat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;

0) Surat Keterangan Tidak Keberatan Ganti Nama;
p) Surat Keterangan Biodata Penduduk;

q) Legalisasi Dokumen Peristiwa Kependudukan.
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2. Pelayanan Dokumen Peristiwa Penting, meliputi:

a) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;

b) Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

¢) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

d) Penerbitan Kutipan Akta Kematian; \
e) Pengakuan Anak; ’\;\
f) Pengesahan Anak; .

g) Pengangkatan Anak; R N

- 7 i Vz?m‘l,g ;
h) Pencatatan Perubahan Data; j% . S
Y . o g
i) Pembatalan Akta; @{\\f’
ANX Y

j) Salinan Akta;

k) Surat Keterangan Pencatatan SJplI

1) Legalisasi Dokumer@%fentmg,
A,
Jenis-jenis pel #{anan inilah yang diberikan oleh Dmas Kependudukan dan

e ¥

Pencatatan Slpl|g[§%bupﬁteg Pesisir Selatan dalam kapasitasnya sebagai institusi

?
petayananar,g pu?ﬁ‘k khususnya bidang Administrasi Kependudukan (permohonan
é \&\ wt

ee}dudukan dan pencatatan sipil).

hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-
2021 capaian kinerja yang dihasilkan oleh Pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tertera pada table di bawah ini :
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Tabel 23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Kt S Tugasdan Fungs

Tage

1N

Target KK

Target

RedsesCapdan Tahun -

Indikator
Lainnya |

2016 ! 217

2018

w0 | 206

17

8 |

a0 |

: :

3

3

6 | 7

0

n

12

3

/4 15

Rasio penduduk ber KTP persatuan

085 | 086

0,88

091

093

076

077

090

0% | 098

8941

8953 |

10227

10549

105,05

: penduduk

053 | 088

089

092

9

097

0%

09

09 | om

_ 134.06 |

10674

1058 | 04

Kepemilkan kTP (%)

850 | 860

880

910

930

758

767

%02

%4 | 917

89,12

89,13

10244

10597

105,04

:.-:.*_n'@kte_kelahiran per 1000 __

4865 | 4900

4940

50,00

5060

48,60

4836

034 |

5035 | 5066

10071 | 1

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

P ——

| Npemtition dapeno. |

514.408.1527648

532924

538253

543635

514408

527648

508693

11725 | Std 4

| %545

e

- Penerbitan

278250279944

293930

308.626

324057

218250

279933

314761

337491352.089

100,00

107,09

10935

108,65

| Seumur | Seumur
| Hidup | Hidup

Seumur
Hidup

Seumur
Hidup

Seumur
Hidup

Seumur
Hidup.

Seumur

Hidup.

Seumur
Hidup |

Seumur | Seumur | %
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Dari tabel di atas dapat di lihat, bahwa pencapaian target kinerja dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil dengan “Sangat Baik”. Secara umum
memang kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pesisir Selatan telah berhasil dengan baik, namun target kinerja "Kepemilikan KTP”
pada tahun 2016 dan 2017 tidak tercapai, hal ini dikarenkan masih ada ma arakakt
terutama wajib KTP-el pemula yang belum melakukan perekaman KTP- g@x‘gerdapat

kekosongan blanko KTP-el yang pendistribusiannya dtlakukan oleh \ Kementerian

.

Dalam Negeri Republik Indonesia.
f“\% "

Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan yang pomt;ﬁ dari faktor-faktor yang

terkait, seperti :

P a

e SDM yang mendukung; A X
. N\
e Sarana prasarana yang cukup*memadai; -

ST

y }z‘:‘_-: 1:- ‘;:

F

e Anggaran yang meneukum

. Prosedurpel@fammar
. ManaJ W ertib

{ ‘h 3.
I{gberhaslian tersebut di dukung dengan pendanaan yang cukup memadai dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijabarkan

pada tabel di bawah ini :
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Tabel 24,
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN
- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran | Rata - Rata
- Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasf Anggaran Pada Ke- TRt i
' 216 2017 218 2019 2020 2016 207 218 2019 020 | 2016 | 2017 | 2016 | 2019 | 2020 | Pagu | Realisasi
Program Pelayanan
N 619905740 | 670720300 | S577.644850 | 481665550 | 22207669 | 563434900 | 663838485 | 538922985 | 466777470 | 217694488 | 9089|9897 |9330| 9691|9803 |-019] 019
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
948559000 | 828054350 | 104700600 | 526335444 | 179129850 | 334370152 | 827596177 | 94862609 | 517619744 | 178226150 | 3525|9994 | 9060 (9834 (9950059 119 |
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya 50000.000 | 50000000 0 0 0 4923100 | 496%984 0 0 0 984519939| 0% | 000 | 000 |-025| 0 |.
Aparatur X
Program Penataan
o 1261408140 | 3243833542 | 6374923587 | 4024705756 | 3236152354 | 1157023631 | 3172990211 | 6143878943 | 3986.653.3% | 3.234.099.782 | 9172 | 97,62 9638 | 9905|9994 { 049 [ 012
Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan
71987000 | 57095000 | 86.241800 70010581 | 57042900 | 86209250 | 0,00 | 0,00 | 0,0C | 9991 99.96 2508 2508
Pembangunan Daerah
EEE T
3 Y
Ad
1.1.%?':_.{:\@ § Eage 2 3
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Untuk pendanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun ini sudah
terealisasi dengan baik, meskipun masih ada beberapa usulan kegiatan yang harus
ditunda penganggarannya karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020, Dinas Kepen

Pencatatan Sipil juga menerima pendanaan dari Kemendagn Rkb% na DAK

Nonfisik.

Dana APBN ini penganggarannya sn‘atnya membg: transfer kepada Kas Daerah
Kabupaten/kota dimana penganggarannya tjrétuf‘b.erdasarkan Petunjuk Teknis yang

disusun oleh Kementerian Dalam Neg&rl Republlk Indonesia. Dana DAK Nonfisik ini

‘u ~1

diperuntukkan sebagai penunjang operasional guna kelancaran pelaksanaan tugas

“.

bidang Kependudukan i'(:f%ﬂ Pent:atatan Sipil seperti Sosialisasi, Pengadaan Ribbon,

h-s\%

Pemehharaan Peralatan dan.{am — lain.

Adapaun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai

berikut :
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a. Tantangan

1 Perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun

2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi

Kependudukan  sejalan dengan tuntutan pelayanan A
o~ L
Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi 'r@"rmasi,

dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu ___._m_.:.ﬁ‘;fféqsiﬂi%a’%ikan dan

i

diimplementasikan untuk mencapai standar pe_!’ai g '__....r'h-inimal menuju

pelayanan prima yang menyeluruh dalé@éﬁatasi permasalahan

kependudukan.

2 Semakin mendesaknya kebutuhan' pemanfaatan data kependudukan bagi

berbagai kepentingan Iayaha_n“?@u_‘t;ﬁk:.aﬁtara lain terkait dengan keimigrasian,

perbankan, kepoIisian-';d-a'n'b.e(_pajé-kan.

b. Peluang

1 Adanyg."keswepaflga{an politik nasional antara Presiden dengan DPR yang

ménjadikan aturan khusus (Lec Specialis) dari Undang — Undang Nomor 5

o) Than-2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 83A Undang — Undang
o

"y 5 "‘&J

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal Pengangkatan ~
dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan

Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal demikian
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diharapkan untuk menjaga? integritas dan komitmen dari penyelenggaraan

administrasi kependudukan untuk tetap meningkatkan kualitas

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah

memberikan kewenangan penuh atas Pengumpulan data kependudukan

sekaligus  pemanfaatan dan  penyajian  database ke %kan

kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota:

g ? v
& b
" FIAY .
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Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyeleng-g@raan tugas dan fungsi

% .'-.__:J' I

P %
% U

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, adalah sebagé‘i-‘ berikut:

1.

n

M

Masih belum akuratnya pendataan penddaflg%""‘[fién*fl:’ermanen dan Penduduk

Rentan di seluruh kecamatan.

Belum optimalnya Pemanfaatan da‘:ca. kep‘endudukan oleh Lembaga Penggunat
karena data kependuduk%ldwﬁtersosnahsag kepada Masyarakat dan Lembaga

A NN )
Pemerintah Lalnnyga LA\

Belum samanya persepSI Aparatur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan

Pentahaé&l] dalam Implementasi Peraturan Pendaftaran Penduduk dan

Sipil untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dalam Penerbitan

e ?
Dokdmen Kependudukan
Sulitnya pemenuhan data kependudukan yang akurat

Belum terpenuhinya standar pembuatan dokumen kependudukn dan Pencatatan

Sipil
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan terus

[ +

melakukan upaya — upaya untuk mengatasi permasalahan diatas.

3.1.1. RUMUSAN PERMASALAHAN STRATEGIS YANG DIHADAPI MASA KINI

Dari inventarisasi dan investigasi berbagai permasalahan yang dihadapi di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sarngﬂ\)% ini,

beberapa hal strategis yang dapat dikuantifisir antara lain : ﬁ’\

1. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan Singe/ fdenf?l}( Ng{‘mber (SIN) dan

% %

[

pemanfaatan data kependudukan

P
AF

2. Belum siapnya Diskominfo Kabupaten PeQﬂ[ 5glatan dalam memfasilitasi

;_r

L LR A Y

)
penyediaan jaringan tertutup dan pe!mti}t@é aplikasi untuk OPD dan Lembaga

Pengguna di Kabupaten Pesisir, Selatan

@ v-q.

3. Profil Kependudukan r,rQs’rh bﬁﬁm dlsajlkan tepat waktu dan sesuai dengan

?
substansi yang ada di%aiagn Pedoman Penyusunan Profil (Permendagrl No 65 Tahun
y (Y

o) AN

4. Untuk m@nguﬁung Dukcapil Go-Digital, maka perlu adanya penyajian data secara

ni u}yang didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang

menmmadai
5. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang pelayanan, masih perlu ada
upaya peningkatan secara terus menerus untuk kompetensi dan ketrampilannya.

Perlunya peningkatan kualitas pendataan perkembangan mutasi penduduk
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7. Rendahnya kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan administrasi pe-

layanan dan teknologi informasi SIAK baik ditingkat dinas maupun di Unit Kerja

Layanan di Kecamatan

Memperhatikan lingkungan strategis, dikaitkan dengan tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupg%e%?l&j‘gsisir
Selatan yang hendak dicapai, maka kebijakan yang ditempuh : ~ A

a.  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudliikg‘%f:_% A

P,

5
(1 “%g i1 I 4

b.  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil;

C.  Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan;

4N

d. Meningkatkan Kerjasama dengan "FIS’ta[l

dalam hal Pemanfaatan Data-Kenggf}dukan

3.2. TELAAHAN VIS), MiSI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Visi me Q@Mngan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu
' '
«33_:‘ 1 -'—w‘%;_—iiq_l:rt “g,
organisasi ‘harUs, dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif,
'S \
1 g . ;

produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefisinikan
bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
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visi adalah rumusan umum mengenai, keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan.

Adapun visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan terpilih tahun

2021-2026 adalah sebagai berikut: :

‘i\
"MEWUJUDKAN  PESISIR ~ SELATAN LEBIH  SEJAHTERA, MNJ 'DAN

.....

Y 1%u v
BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AI(UNTABEL D{\N PR@FESIONAL”

Dengan penjabaran : %i:}L \#

% Sejahtera adalah meningkatnya pendapq_tah_h- perkaf;-iwtia penduduk yang
berdampak pada menurunnya angka__t ker;ji'skim_a'n,” serta peningkatan akses
pelayanan kehidupan masyarakat dale;m mérﬁéﬁhuhi kebutuhan dasar.

< Maju adalah terwujudnya masa d@pan ekonoml social dan lingkungan fisik yang
lebih  baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, professional,
berperadapan tinggi, -L?erdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan

kedepan. A fk b

.
r:

:35\' ""“h- \E

- Bermaﬁ;gb}at“ adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada
__--mlai mla.t budi pekerti dan budaya luhur, mengedepankan ABSSBK (Adat Basandi
Syarak Syarak Basandi Kitabullah).
<% Akuntabel adalah Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja
atas tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.
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% Profesional adalah Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai
dengan meningkatnya partisipasi public, semakin transparan dan efektifnya
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme).

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke d%g\aﬁ anka
untuk Mewujudkan Pesisir Selatan lebih Sejahtera, maju, d\a_n;;f*

€

i {1

ﬁe@gﬁébat

2,

S

dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :
a) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang ber;igjgé‘iiﬁ’ggw ‘demokratif dan
‘ .‘f “%‘-:-_-__.
transparan. \ W
e — &%( d
b)  Meningkatkan kualitas hidup manusia dan‘mq_'syaﬁtalié;t.

©)  Memperkuat kemandirian ekonomi dengan .mendorong sector potensi dan

unggulan daerah. N &::%L

.‘“'v...i'thé ‘1 r .
d) Mewujudkan i(abupateff\":’gél‘b@Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang
i \\ " i

A

nyaman dan berkesary,

LV
N \ "7
e) Mewujudka(i e@du@ﬁ yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya

-~

manusia yan riman, kreatif dan berdaya saing.

f) ;A@jugkah kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
N\ v 4

b,
%

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-
2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program
yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta |

disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM
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Nasional Tahun 2015- 2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten

Pesisisir Selatan Tahun 2005- 2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir

Selatan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan mempﬁ\) kan

peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut ,\?\‘t\

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, e«fekhf« d’erﬁ%kratis dan
transparan.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan mas}iafakat

Memperkuat kemandirian ekonomi deagam mandorong sektor potensi dan
unggulan daerah.

Mewujudkan- Kabupaten Pesisir. -'s'-e_j_ata_n saliagal dueral tjlaR WiSHEE ARG
nyaman dan berkesan. (4, %
A xﬁ‘s

manusia yang berlman Kreatif dan berdaya saing.

Mewulyd_k@ kond|5| masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.
3 \‘b N\ ﬁ‘i\:‘h“"r

v’ - . .
Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Misi Pertama, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan transparan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir
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Selatan dalam mengupayakan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan transparan yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan dan
peningkatan daya saing daerah. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya tetap konsisten untuk melanjutkan

program perbaikan yang sudah berjalan dengan memberikan penekandn pada
5 Oy
i\ %
Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; dan Peningkatan Paigji‘éigé@fu’blik
N\

dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik. EE‘ “@
AN\

gy

Misi Kedua, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Misi ini

merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Sq_iaté_in daiém meningkatkan kualitas
Ay i.%
. %

: ; , AN\ Vo
hidup manusia dan masyarakat melalui : A N E'-q% 4
I_\. \'.‘_ by
i e 4

(@) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dgn Jafﬁir?én lainnya dengan langkah-langkah

\,

antara lain .perbaikan statuskes?hatgndan gizi masyarakat terus dilakukan

1 r

dengan pelayanan yangf"'j'tg:rgllf)%lk“ﬁhgi masyarakat serta biaya yang murah melalui

Daerah yang melayani tanpa pilih kasih atau

membed an iy
e\ N

LN ey, W
SelatanTahun'2021 - 2026 29 masyarakat.

% 3

Puskesmas dan-

stra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pesisir

F

.

langkah antara lain; Meningkatkan peranan wanita dan gizi keluarga,

Memberikan perlindungan bagi orang miskin.

Misi Ketiga, yaitu memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong

sektor potensi dan unggulan daerah. Misi ini merupakan upaya Pemerintah
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Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewu mewujudkan pemerataan produktivitas
mengingat seluruh sumber daya pembangunan sebenarnya terpusat dikawasan ini,
oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan

volume kegiatan produksi di Nagari.

Langkah-langkah strategis yang dapat diambil adalah sebaq& (cbg‘rlkut

t
Meningkatkan komoditi unggulan, Mengoptimalkan industri pengolahan, Me;ﬁakukan
Pemetaan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan ggpdupg,-rPembangunan

Infrastruktur.

Misi Keempat, yaitu Mewujudkan Kabupaten 1=E_’esisir'--Séiatan sebagai daerah

tujuan wisata yang nyaman dan berkesan, -;Mis'i-a;;i'ni;'.,m'érupakan upaya Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan dalam mela_kg?naka:’:pembangunan dibidang pariwisata.

o %1 S
f Wi e
g b .

Sektor pariwisata merupakan keg-ié{aﬁr-:-_l_‘__'yar_i'g‘?nemiliki keterkaitan dan melibatkan
beberapa sektor lainnya, misalnya sektor kehutanan, sektor kelautan, pertanian dan
perkebunan, sektor Jndustri dan perdagangan, telekomunikasi serta sektor
perhubungan i@ﬁna me.}wi;gudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan

Y “”ar
wisata yang nyaman dan berkesan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai

adalalh‘”Beg_k_gmbangnya Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah destinasi wisata”.
M;ls'i Kelima, yaitu Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk
menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing. Misi ini

memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan.
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Misi Keenam, yaitu Mewujudkan ,Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram
dan Dinamis. Misi ini merupakan tanggung jawab Kepala Daerah atas tercapainya
kondusivitas suatu daerah, dengan cara menjalin kerjasama secara harmonis, sinergis
dan saling menghargai dengan instansi lain, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

L gn Y
dan Kodim guna mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum, Dlsamplng

2
institusi tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah membanggn kornymkam dan

n’ k!—,

e“e_\

kerjasama yang baik dengan tokoh-tokoh kunci %ﬁ%a’%ag; yaltu . Tokoh
Agama/Ulama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda,,golgph _j?e'r‘empuan, Tokoh Budaya,

% ‘_P.‘ _

LSM, Organisasi Masyarakat dan Lembagajle%paéi_l_aiﬁhya.

Untuk mewUJudkan visi BUMH%W*EBUWU Pesisir Selatan terpilih Periode
2016-2021, Pemerintah Kabuyaten Pesisir Selatan bersama seluruh Organisasi
Perangkat Daerah akan:fnéiakukén berbagai upaya, salah satu upaya (misi) tersebut
adalah rumys:idan‘ usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi

pembamguian, "

-"Y;.-@“engacu kepada visi, misi serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati
terpilih yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukn dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki tugas pelayanan dalam

bidang Administrasi Kependudukan. adalah: Misi ke-Satu, yaitu Melaksanakan
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reformasi birokrasi dengan aparatur_yang bersih dan responsive dalam rangka

peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KIL DAN RENSTRA PROVINSI

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri teruta

3.3.1. Telahaan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

_____

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipi, diim;ﬂ:__lem__entas;‘i_lgé; dalam
keterkaitannya dengan Agenda Prioritas Pembangunan RE{Jf_[\'XN~t§i'qt_}£_p‘%:2020—2024 yang

dirumuskan secara umum sebagai berikut:

&

“Memperkuat stabilitas politik, hukum_,.,._‘_z}(éélﬁaﬁa;nf’%lan transformasi pelayanan

publik (PN7)”

Ini merupakan agenda pripg_itaé\r;*@be_lhgunan RPJMN Tahun 2020-2024 (PN7),
— "':'z ! ¥

dalam rangka pencapaian F'_"f'igFftg'sm“ﬁasional 7 (tujuh), kementerian dalam negeri
menetapkan 3 (tiga)_' tujuan, yang berkaitan dengan urusan administrasi

kependudukan;dan p_gérit’:_ata't'an sipil adalah terdapat pada tujuan ke-2 (dua)

. T
g

"Peningkatan’ kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta
\ <)
pelagal an'‘publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)"
Yo G S
h

Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai

berikut:

“Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek

kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)”
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dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran

Strategis ini, meliputi :
= Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

* Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data

kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif) '\&Q

Dengan arah kebijakan fokus pada :

Pemanfaatan Database Kependudukan untuk pemngkatam pe[ayagan publlk dan

P, Y

perencanaan pembangunan, serta pembangunan czaz‘acenteﬁ ‘SIAK dan KTP-el di

Ibukota Negara Baru \\;

Agenda, tujuan dan sasaran tersebu»f%a’ implementasikan dalam Rencana
Strategis Dinas Kependudukan dan' P@Qcatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, yang

untuk pencapaiannya tertuang dalam bentuk program dan kegiatan.

% w,
- %

\‘ﬁ i*

.....

1. Keterbatasan sarana ‘dan prasarana dalam pengolahan dan penyajian data

kependudykan

asan  sumber daya manusia pengolahan dan penyajian data

kep&ndudukan.

3. Keterbatasan anggaran untuk memaksimalkan pelaksanaan program dan

kegiatan, sehingga kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan Kab/Kota.
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Faktor pendorong pelayanan OPD:

4

a) Sinergitas yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota
sehingga permasalahan-permasalahan terkait pelayanan dalam pencapaian target

nasional dapat diatasi.

b) Adanya dukungan pemerintah pusat dalam rangka pencap

aian tﬁ?g\@nal di
A
NN

daerah i
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil’ Provinsi Sumatera

Barat

Tujuan dari Dinas Kependudukan danPencataxanSmtI Provinsi Sumatera Barat
adalah “Mewujudkan Database Kependucf%kan Sebagai Salah Satu Basis Data Pem-
bangunan Sesuai Peraturan Perundang Undangan dan Meningkatnya Kinerja Or-
ganisasi” Penjabaran dag_r--;_‘_c_yJuan-.,:__’_t_grsebut tertuang dalam 2(dua) sasaran strategis yai-

tui sebagai berikut ,

L Mening_kgﬂ%as;qumahfaatan data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem

digrtehsam berdasarkan aturan

2. szgléatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap

3. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi
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Untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Bara Menetapkan beberapa strategi dan kebijakan yakni antara lain

sebagai berikut :

STRATEGI

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Kependuduk dan Penqati%&pll

Provinsi Sumatera Barat ada beberapa strategi yang akan dgalankan ad’a 5%

v" Peningkatan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pemlﬁ"?ﬁ@an}pelayanan pen-

=\

daftaran penduduk di Kabupaten/Kota NN Vv

et

v" Peningkatan koordinasi, fasilitasi, pengawasa__[i'«:.-.@déﬂin_‘ E‘gambinaan pelayanan pen-

catatan Sipil di Kabupaten/Kota

v Meningkatkan sistem serta saLama\épra&ra pemanfaatan data berbasis teknologi

informasi LV

' Meningkatkan penyajian aéh-__:éémanfaatan data kependudukan yang berkualitas
KEBIJAKAN f-z:; N

> Pelayarg:\:'?ﬁﬁ@ft‘aran Kependudukan

» I.Pegnyefenggaraan Pendaftaran Kependudukan
> Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
> Pelayanan Pencatatan Sipil

> Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di provinsi

> Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
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» Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
> Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

> Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Provinsi

> Penyediaan Profil Kependudukan

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAY.
LINGKRUNGAN HIDUP STRATEGIS “‘“% \ =\

Keberadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS__;};::Eﬁtujukan untuk mem-

berikan muatan substantif aspek Iingkung_an;;___h_i;:lu.;? '_v._yéng berkelanjutan berupa
sinergitas rencana dan program bagi -dc;kilzr;‘heﬁ’“Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), Rencqna{lgtagguang Wilayah Daerah (RTRW-D) dan
Rencana Strategis (Renstra SEPB%BW Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupat-

en Pesisir Selatan yang Kenkdlan;

'w,"
BerdasarJ@n Eet;atu;:am; Daerah Kabupaten Pesisir Selatann Nomor 7 Tahun 2011

( Ve
tentang R a :\g Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030
; ._ n

Tujyag , dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai

Berikut,
3.4.1. Tujuan

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang

memberikan kesejahteraan masyarakat.Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030
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konservasi, pengembangan ekpnomi berbasis pangan, peningkatan kualitas

er daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan".
3.4.2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian ﬁ%@aya

alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;ﬁ\‘

b. Pengguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung ya ;,,Agl;pu Taman Nasion-
ng Y

_.rZ':;-.
\ | v,e '

al Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wlsata A

4 1"5-"
-""i..

c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sgm’ber daya alam yang berbasis
‘%;

,4,1.

konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

d. Pengurangan kesenjangan pemtii':ijzggha__‘-_n ‘dan perkembangan wilayah Utara-

B
.

Selatan;

"'&.

Ty, N

A ’%

e. Peningkatan pemmfa;fag potensu sumberdaya alam dan pengembangan wilayah

Ji % 5
27\

pusat- pusat pemuklma-n melalui pengolahan sektor perkebunan, perternakan,

perta_pgéf-.\_g_.ggnl p'_erikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;

e N "‘-'\:!5_ T

in“'/’ e

an produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi per-

tanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;

g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan -
sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil

guna, terpadu dan ramah lingkungan;
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h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber

i.

J.

daya alam;
Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata
sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;

Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk

hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang ¥

§

serta mitigasi bencana. Strategi Penataan Ruang Kabuqute,gk&is’?si%elatan se-

E
g B W Y8

bagai berikut:

1) Strategi untuk peningkatan kualitas kawas

. . -
Fl K:é?_ B % o

ALK T
an sumberdaya alam secara terpadus’dgggm provinsi dan Kabupaten berbata-
~N\Y WV
san melalui :

a. Memantapkan fungsi kgvéa;;ara’iiﬁd ung;

b. Menyelesaia&{ohﬂj@iﬁenggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan

A
mem%@-w?ﬁn kondisi sosial masyarakat;
,*"‘-{ wb_.\\—“' L “‘}

C. ﬁé’nﬁﬁgi’mﬁisasikan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabu-
A :I“':N.‘I Y \‘:47-._ 'E-J‘
(%, paten yang berbatasan;
F " % S
WO Y
2)\Strategi untuk mengguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang

meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka

Alam Wisata adalah:;

a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan

kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
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b.

3).

Meyusun dan pelaksanaap program rehabilitasi lingkungan, terutama
pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung yang

berbasis masyarakat;

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusa-

kan dan pencemaran lingkungan; o 3

Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelo!aaﬁ*r@sq_ﬁit?ér%* daya

Keanekaragaman hayati;

, S W
b

\\\\\

Menggalang kerjasama regional, nasional dan ‘intécﬁ';@ﬁbnal dalam rangka

pemulihan fungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci
-

Seblat dan Hutan Lindung.

Strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya

alam yang berbasis kQ_n_sér\_(_aSi_; g&mé rheningkatkan kesejahteraan masyarakat

dilakukan melalui;

a.

Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pem-
R S W )
l,!'"._.\‘“_ Y T -

| -

b%ﬁg@ listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-

LY
W

laim;

~~Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan

sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hu-

tan tanaman rakyat;

Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi

yang terbarui (renewable energy).
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4) Strategi untuk mengurangi kesenjangan pemrbangunan dan perkembangan

wilayah Utara-Selatan, melalui :

a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk Peningkatan perkembangan

ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional;

b. Memantapkan fungsi PKL; ﬁ Q:K

d. Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat Iﬁegd __;an Wila-
yah Promosi (PKWp) yang dipromosikan provinsi untgk melayanl kegiatan

skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota danw

18

P4

e. Mendorong terbentuknya aksesibili'gas_;f‘agiri‘gdaﬁ;tranSportasi dalam rangka

menunjang perkembangan Wi-'-ayaﬁ::'

f. Menmgkatkan akses w@y@wﬂ_aﬁgah yang belum berkembang melalui
P ‘il"B “"4_. o

pengembangan/,gem%uﬁan Jjaringan jalan Kabupaten, propinsi dan

pelayanan kp‘pal perlnt:s ke daerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabu-

paten{nqn% Kepulauan Mentawai.

5) Strate i\ﬁu‘% meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan
gje bangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor
perkebunan perternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya

dukung wilayah, melalui:

a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui
pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan

ekosistem lingkungan; b. Meningkatkan pengembangan kawasan
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agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distri-

busi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;

b.  Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa per-

lengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;

wisata; oo,

% x \ 3
d. Menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil’ pertaman dan kelautan;

" z ¥
g. Mendorong untuk mengembangkan 4@&95’& Vpengelolan yang ada untuk
‘V‘ N,

dapat lebih maju;

h. Mengembangkan kawasan. andalan sesuai dengan potensi unggulan;.
Memanfaatkan k&wa;a‘rg&gudidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung
{ \ “{‘» R

hngkungan

mmmtsu-mmtws

e\ N
Berdasarkan J,Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
S~
P wyslr Selatan, Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Dinas Pen-

Ka

-.*'f,

gendallan Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat, serta Hasil telaahan RTRW dan KLHS Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan, juga Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu

L]

Strategis sebagai berikut :

3.5.1. Kelemahan / Permasalahan dan Kekuatan

Beberapa Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan Admin-

istrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : %’“;‘%;
% oW 1)
TR\ V
1. Kelemahan : %h“ )
~ . .1 P .‘.ﬁ’ -

(! 9 0
- W

a. Lemahnya dukungan sumberdaya aparatur, sarana dan‘* ~"?r:arasarana menjadi

faktor utama dari tidak berperannya fungsn besar yang dimiliki oleh Dinas
"% m 3
Kependudukan dan Pencatatan Sipil /Iﬁ(ébﬁlpﬁftem Pésisir Selatani

q

b. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam

pelaksanaan tugas dan funé's-i_ A,

2. Kekuatan : | <\ “:kx}

a. Koordinasi

g\ﬁ&?nstang yang memerlukan data kependudukan akan se-

=\
makm h,;te d’e@gan terlntegras:nya data dan dokumen kependudukan dalam
A N

“stem nformasi administrasi kependudukan.

Ma Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

3.5.2. Tantangan dan Peluang Eksternal

Fa

Beberapa tantangan dan peluang eksternal secara umum yang dapat diidentifi-

kasi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Page 46




. !

1. Tantangan: .

+

a. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dan

update data pribadi dalam dokumen kependudukan.

b. Meningkatkan instansi lingkup Kabupaten untuk memanfaatkan data

kependudukan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 1,{‘{};%

£

AN,
c. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepend}qﬁk@g Berjalan

sesuai harapan masyarakat RN

W

d. Meningkatkan Pencapaian kepemilikan dokumen kepéﬁdﬂ’ddkan sesuai dengan

target yang ditetapkan nasional

2. Peluang:

a. Melakukan kerjasama lintas sektOral:":mensinergikan data dan sasaran strategis

dalam melaksanakan program. pembangunan berkelanjutan

b. Tersedianya_qa%b%gkép?éndudukan nasional yang akurat untuk memenuhi
Ay W
o \ Wy ,
semua_kgeﬁfgh;,j_‘nﬁgf‘rdalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alo-

Y Sy, »
kjf,f‘if"?_\' gargn, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan
b i,

F 1 e

“pencegahan kriminal

danya Peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan dan

menjadi pedoman serta dasar dalam pelaksanaan tugas

Dari pointer yang dijabarkan diatas, maka perumusan strategis yang dapat dil-

akukan terlihat dalam matriks berikut ini :
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Matriks, Analisis SWOT

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Lemahnya dukungan sumber
daya aparatur, sarana dan
faktor

ber-

prasarana menjadi
tidak
perannya fungsi besar yang
dimiliki
Kependudukan dan Pencata-

utama dari

oleh Dinas
tan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan

Belum optimalnya penye-
diaan sarana dan prasarana_
pendukung dalam

melaksanakan tugas

‘:

ﬁan

a. Koordinasi

instansi
yang data
kependudukan akan semakin

berbagai
memerlukan

baik dengan
data
kependudukan ~dala

informasi g Hag] histrasi
kependudukan . ‘}‘m--

terintegrasinya
dan

b A’Z{J}::\ ‘\gﬁdanaan untuk

pel’ék§a)n5an tugas dan fungsi

trategi

B. Melakukan kerjasama
lintas sektoral, mensiner-
gikan data dan sasaran
strategis dalam
melaksanakan

pembangunan

berke-

lanjutan
. Tersedianya

kependu
yang “uit
hiv’semua  kepent-

Gl

in pelayanan
publiky " perencanaan
pembangunan,  alokasi

anggaran, pembangunan
demokrasi serta pene-
gakan hukum dan

pencegahan kriminal

progra n‘{‘

Memng koqrdrnas:
denge?’\%r N_ﬁfembaga

Bsm[éintahan* "~ maupun
dgngqn ad Iembaga non
penLﬁntahan

a. Memanfaatkan

dukungan

pemerintah dan peraturan pe-
rundang-undangan untuk
pelaksanaan kewenangan Di-
nas dalam pelaksanaan Tugas

dan funsi

b. Meningkatkan Teknologi in-
formasi yang mendukung tu-
gas dan fungsi sesuai aturan
vang ada

c. Pengikutsertaan lembaga
terkait dalam pelaksanaan tu-

gas dan fungsi
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Berdasarkan hasil Identifikasi pegmasalahan dan telaahan visi, misi dan Renstra,

maka ditentukan Isu Strategis yang meliputi :

a.

Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan singel Identity number dan pem-

anfaatan data kependudukan.

Masih rendahnya dukungan dana terhadap inovasi yang dapat mgﬂ\@kan

£ -

kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Belum siapnya Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan dgw!’a‘magné:‘p'fasfﬂi‘itasi penye-

diaan jaringan tertutup dan pembuatan aplikasi Jntuk\OPD dan Lembaga

Pengguna lainnya Kabupaten Pesisir Selatan

L

Belum maksimalnya pelaksanaan SOP Pe'l_ayahan kependudukan dan Pencatatan

Sipil OO
TR g
i ‘,_\_‘?L. e :

Belum tersedlanya akses-c-faqr?ﬂ rﬁ‘aatan data kependudukan bagi instan-

si/lembaga pengguna. .I

Profil Kepend'ﬁﬂﬁi(éh:.-Skala Kabupaten masih belum disajikan tepat waktu dan

SESUEII/K; Substan5| yang ada dalam Pedoman Penyusunan Profil
N\
S -

_@er ndqgrl No 65 Tahun 2010)

a

,-5;4&

Unfuk mendukung Dukcapil Go-Digital, maka perlu adanya penyajian data secara

elektronik yang didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang me-

madai
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4.1.1. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Bupati da{n“"";\%/\ﬁaﬁilﬁéupati Kabupaten
\ 2

Pesisir Selatan, perlu ditetapkan tujuan Dinas Keggngudukgn dan Pencatatan Sipil Ka-

¥

C(AYN Y
bupaten Pesisir Selatan(goa/) yang akan dscapal dalam *kurun waktu lima tahun ke de-

pan. Tujuan ini ditetapkan untuk membenkan arah terhadap program OPD secara

5 \v;‘ﬂ:.,h —r..-.—'

Perumusan tUJuan Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2021 = 2026 merupakan penjabaran dari Misi | Bupati dan Wakil Bupati

Pesisir )%Iatan-..T*ahUn 2021-2026 yaitu “memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,

AN 2

efelét*}mdenfﬁfratls dan transparan”. Untuk mendukung misi tersebut maka ditetapkan
%"Q{@

tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
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Untuk mewujudkan tujuan "Mf:ningkatnyapelayanan di bidang Administrasi

+

Kependudukan®, maka ditetapkan indikator tujuan :

412. Sasaran o | RS

rincian tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dir-igg:'"":l(ependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahu@?ﬁ%:"w‘ﬁ 2026 dapat dilihat pada
-“E&_ \ ¥ »

L B
TN e, ’i-____

tabel berikut ini ANY

‘44r~f'
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Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS |  INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
7 2 3 4
1 |Meningkatnya indeks Kepuasan Pelayanan di Bidang
Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan
di Bidang 8 8 B B A A
Administrasi
Kependudukan Meningkatnya Persentase Cakupan Kepemilikan
Tertib Administrasi |Dokumen Kependudukan
Kependudukan 59,25% | 61.40% | 69.25% | 72.25% | 74,50% | 77,75%
2 Meningkatnya 1. Persentase Jumiah Jenis Data
Pemanfaatan Agregat Kependudukan Yang 2000% | 2800% | 36% | 44% | 60% | 64%
Database Dimafaatkan Lembaga Pengguna
Kependudukan
2. Persentase Lembaga Pengguna
Yang Menggunakan Akses 7.00% | 11.00% | 19.00% | 23,00% | 26.00% | 43,00%
Pemanfaatan Data
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Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara

atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang d:hadapi dar}/atau untuk
(“-,. ,

.‘.

mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan katg_‘*iq_ln}_ s_jcrétegi merupakan

suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang _difétapkan,

Strategi Dinas Kependudukan dan Penc’-a'ta;tan'-Si:'p?'l Kabupaten Pesisir Selatan
selain dirancang untuk merespon isu strategrs Juga dirancang dengan mengakomodir
‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebaga; suatu strategl pembangunan jangka menen-

gah daerah sebagaimana tertu__ang da,l-_am RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2021 -

2026.

Kebuakan paﬁa dqsarﬂya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk dijadikan

g, e

""'-"\%p_gg-angan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan pro-
gram/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwuju-

dan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dil-

aksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, meli-
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puti pembuatan kebijakan serta penemtuan program dan kegiatan yang akan dil-

aksanakan dalam kurun waktu 2021 - 2026. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan

pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupat-

en Pesisir Selatan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strateqi dan Kebijakan

1 Mikt Meningkatnya | 1 Meningkatkan I Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Kepuasan Pelayanan | tertib Pelayanan Administrasi| ~ Pendaftaran Kependudukan
G Bicang | Kepemilican Kependickikan yang 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Administrasi dokumen CERIA (Cepat, Efektf,
Kependudukan kependudukan |  Ramah, Inovatif dan
Akuntabilitas) 3" Meningkatkan implementasi asas stelsel
aktif dengan sosialisasi pendaftaran
penduduk, pelayanan jemput bola dan
pelaksanaan pelayanan bagi penduduk
lansia dan penduduk yang mengalami
keterbasan fisik dengan pelayanan
mobil kelling serta pendelegasian
sebagian kewenangan kepada Unit Kerja
Layanan di Kecamatan.

Pencatatan Sipi
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2 Meningkatnya |1 Meningkatkan 1 Meningkatkan Kualitas Database

Kependudukan

pemanfaatan data

kependudukan yang
terintegrasi dengan
sistem digitalisasi

berdasarkan aturan

Meningkatkan Kerjasama dengan
Instansi Pemerintah dan Non
Pemerintah dalam hal Pemanfaatan
Data Kependudukan

2 Meningkatkan kualitas
validitas, akurasi dan

Melakukan perbaikan data anomali dan
menghapus data ganda pada database

pemuktahiran database|  kependudukan
kependudukan

3 Menyediakan layanan | 4 Memberikan Akses Portal Pemanfaatan
pemanfaatan data Data Kependudukan kepada Lembaga
kependudukan bagi Pengquna
lembaga pengguna

4 Menygjikan data Mengintegrasikan semua data
kependudukan yang Administrasi kependudukan ke
up to date kepada Database SIAK dan kembangkan inovasi
Lembaga Pengguna untuk layanan

5 Meningkatkan sarana | 6 Menambah dan/atau memperbaiki
dan prasarana peralatan SIAK yang telah usang dan
database rusak
kependudukan

6 Monitoring koneksi Melakukan pemelinaraan Jaringan SIAK
Server SIAK dengan ke Kecamatan
Client Kecamatan

T Meningkatnya
kapasitas keahlian
SOM

Memberikan pelatihan dan bimbingan
teknis pengelolaan database

kependudukan
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Dalam rangka mewujudkan tujuan untuk meningkatkan kepemll c\}ﬁmen

kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirumuska&fh S‘aﬁf‘ran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu menlngkatnya famigasa pélaydnan admin-
istrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya d|susurﬂah strategi dan ke-

bijakan dimana kebijakan-kebijakan tersebut diterjemalij,(an kedalam program yang

% Y ﬁe. }}’
dilaksanakan dengan keglatan-keglatan Be.rdaSarkan-"haI tersebut, maka rencana pro-

Pesisir Selatan untuk perlode selama 5 (Ilma) tahun akan disajikan didalam Tabel 6.1.

T

LN -;_ -

tentang Rencana Programt Kegratan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pen-

catatan Sipil Kab%éte%sfsar Selatan Tahun 2021- 2026, berikut ini :
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Tabel 6.1

el € Lo

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanan Indikatf
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pessir Selatan

Data Capaian
Pada Tahun

bl
Perencansan

Target Kineta Program dan Kerangka Peadanaan

Tahun3

Tahun-4

Target

.

R,

P S B —
Pendafiaran Penduduk

‘ unahDokunenepenkn ietikani _
PelanParen Pt et : 0| W00 | URORO | W20 | LGN | MO0 | sl | NS0 | teoomi) | w20 | uomio) | 220 | Zamnon | eglekik | e
Vo S W s 2 1%
msh Peegman P g 4
% N\ 00 a0 00 10 10 1180
‘a:h‘. \.I Il.nnrk
Poctin s P e ey~ ’d E ¢ BAEB | WOW| Bom | 0 | SO0 | 30 | e | k0w | o0 | OO0 | W | S | i |
120 b
&mmmwmmmﬁww B5 | A0 | SOOUN | 200 | 20NN | 200 | 200000 | 200 | 0000 | M0 | X000 | B0 | s000 | By | e
ama?aM&NonPampm """
LKM @N ‘wmmmmmm 0[S0 | UM | B | NN | S| SO0 | 80 | GOMO | @0 | MO0 | @0 | MO0 | Bagldk | K
% m
. T
1 ‘mawmmm 0| W 9 9 l{ bo | w 7
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o

- Pogan/kegiaan

gt Pendatarn enuc

| indkatr Kinea Tujan, Sasran, Program (outcome)
dan Kegiatan (outpuf)

st Pl Pt P

Target Kinea Frogam danKerangl Pendandan :" e

© Tahun3

Cof e Pl |
Perioge Rensta OPD | 5

| Tt

Rp.

e

Taget

W

I Lokasi

el secar Al Pt e epenun an

Pencatatan Peitvg Penkingterat Pendafaran fncuduk

o Tk Knhgan Mobi Plyanan diriss
Kependudukan Kelling

0000000

1700000

]

Painan

Fasias Penafaran Percok

mieh arsip dolumen Kependudutan yang didiitakan

bl

37000000

Y
400

£0000000

Bidang PAK

aftaran Penduduk

Wduhm?emkwmn

pesse Peinghatan Kualtas SOM

60.000.000

RUTE

Painan

Peningtatan Kapastas Apasat Kependieden dan Catotan Sipd

'mhhpmmmmm

60000000

TS0000

@ TS0 *

Painan

Program Pencatatan Sipil

Rasio Kepemifikan Dokumen Pencatatan Sipi

045

155.000.000

04

160,000,000

06

173.000.000

Painan |.

iatan Pelayanan Pencatatan Sipil

 unih Penertan Dokumen Pecaan S

12500 |

155.000.000

13500

R

Painan

hm Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas

hamiah aporen Petawinan dan Percrean Yeng Cfsssn

15000000

80000000

83000000

Painan

A eln it

500

4500

450

IPeningtatan datam Pelayaren Pencatatan Sipd

'mhmmi‘wqm‘r&an

30000

Boooom

B.000000

10000

10500

8000000

fidang Pencapil | Painan

Program Penunjang Urusan Pemerintzhan Daerah

Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Peranghat

%

96.550.000

1300,000.000

5%

1.041,000.000

1.046.000.000

e

31.000.000

}hmﬂw?mhmdag%qﬁpm\ﬁw
i ey Yl

Jm‘. peralatzn dan pedenghapan kanior yarg dibel

10000

1200000000

500000000

900002000

] 200002000

Sekretariat

Painan

Painan

@Hdiﬂﬂ%&q@ Penmdan-undangan

lah bahen bacaan dan peratuan genndang-undangan
diedalan

15000000

25000000

35000000

4000
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Deta e Target Kingqa Program dan Kerangha Pendanaan
a8 — Uit e
Indiketor ¥inea Tuju, Sasaren, Program (outcome) | Pada Tahun Kondis Xinedja Pada Air ;
: Tahun-{ Tahun- Tahun3 Tahun4 Tahun'§ . " | Penanggung | Lokasi
dankegitn o) el ioenn )|
Rp. | Tamet -
Fantordan banguren
ipditag e g 000000 | Selelaiat | Pairen
PenefaaanPolaan G e i e pnttranperlatn i s
" " - Kol ossum | %] aomw | K| amew | B[ mmm0 | B | wew | 85 | w0 | e |t
Persentase Jenis Data Agregat Kependudulan Yang :
s S BO0% | JUS0MO008| T00% | 3000000| 800% | 35BA00002| 900K | 3MOMOOM| 0% | 3000006 | NN | 00000 BdangPA | Pan
Persentase Lembaga Pengguna Yang Mengqunakan z F
duken s Pt Dt 10% 800% §.50% §,0% 9:50% 1000 Bidang PUK | Paiten
Frogram an nformas Adminiiras Persentzse i
w i mﬁ“’ P lnoponides % | 0008 4% | 26000 % | 2s0mo| 6% | 260M00| G | 200006 0% | 28000008 BdengAC | P
atan Pengunpian Data Kependudukan dan ; Memanfaatian . s ; : s 0 et el
i e e o wgwwl"’wnm“ JUSONO | W | 2bm0gw | 20 |2eooore | 2B |28 | A | amode| B | | Biog MK | Peinn
(et gt Lqem‘npa‘dgjp_wanmm P3| sNm |3 | wmm | 4 | mowm | 4 | oMW | 4 | w0 | 4 | w00 | BhgP | R
A '-;JM%MQ&EWMn g8 | w0 @ o [m| o [®™|[ o |®| 0 | & ]| 0 | sk |rw
e et ot et |
e e IR N T T T A O A O O™ " ™
Ny Wm@nmmmmm@wn N T A T T T T T AT T N (™™g o
‘mmwmmm I T T N Y T I 1.0 ™
& 4 "v'g._:fl_: ‘
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&

dan Kegiatan (outpuf)

Inditatar Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanazn

Tahun-3 Tahun-4

| fo

lwahsmpegnh‘tdamm@ehra
ittt Pegetan o Adiitas ependudin
% ! D Tik S fngan Komurs yag dipefar i | 0 i 0 % 0 9 0 %
ol et Prgeln lomas At epedutian e i eebahasnomas ependidtn 2 2o mmame | 2 | momow | 2 | wmeow | 2 | smemw | 2
m;’:pm‘;‘:“ MO i s | ok | owomon | e | oww | s | oo | e | o | oo
m:imﬁmﬁ P mm?&m e 2 R 1400000000 L 120000000 | © 1220000000 2 1220000000 R 120000000 /] 1220000000 .E:langHﬁK Painan
Mwm;tm PROFLKEPENDUDUIAN Pesetas Dat Kependudukan yong Disjlan 0 | @ | 500000 | S5 | 10000000 | S8 | 708000000 | 85 | 8000000 | 100 | 150000000 [ 00 | 150000000 | BidangPK | Pan
f'm‘ﬂ-hmwmmpmm : mvaﬁdﬂashuhave'w 0 | o | oo | % | oo | o 0600000 l W ss:' 0
%ﬁﬁﬂéﬂbﬂ:’m@mwwmwmmmw WO | 0| OO |t | BOOW | 10 | SN | 00 | SON0 | O | 00O | U0 | SUOD | BdargPAC | Pan
i D G Y D G0 | 100 0 0 0 0 0 i 0| m 0 00 0| BdangPAK | Paien
Pengadaan endatean Dies/Onerasione umhuauxepenammﬁmﬁm w0 | s 0 500 0 20 0 200 0 200 0 200 0 Bidang PIAK | Painen
ot et e Db o YDt vl o0 fw |0 w0 |w| o |®w| o | w | 0 | St | b
Potnletzaniuts i i YD e 0| o2 0 % 0 Ho| wmmow | % | smm | 6 0 5 0| BdangPK | Paran
L wnmmmm;‘* ), s g 2 0 5 0 ] 0 % 0 ' 0 I 0| Bidang PK
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BAB KINERJA
PENYELENGGARAAN

7 BIDANG URUSAN

B,

tépkan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka périb gl
f-‘ )’
indikator kinerja yang akan dicapai berdasarkan capaian kln‘eﬁgi aggﬂelah ditetap-

1%

kan dan mengacu kepada tujuan dan sasaran pelal_fsaa_naan pgmbangunan Kabupat-
;‘\ *—.‘__‘ﬁrj— g}

en Pesisir Selatan, yang telah dituangkan dafanf# F?égg%'na Pembangunan Jangka
i -,_-\-'_:_::.‘.“I.- 5 ¥

Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisnr Sella;"zlan Tahun 2021-2026.
. N
m}
Adapun indikator klner_LaLEDmas L(ependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupat-

en Pesisir Selatan yang -r‘hengac;@._,pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan

Jangka Menengaff a@asfa ﬁfJMD)Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut

N
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Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DIV € € S

Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan i
inerj ———————— Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan | . . ; Kinerja Kondisi Kinerja peda | . o
dan Program Proritas | "0 <010, el PIOGRAM | Awal | o0y Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 [akhir periode Renstra|,
(outcome) RPJMD e enanggung
Pembangunan Perangkat Daerah b
q::‘:\" target| Rp.000 |[target| Rp.000 |[target| Rp.000 [target| Rp.000 |[target| Rp.000 |target| Rp.000
@) @) 4 (5) (6) (7) ®) 0 (10) (1n) (12) (13) (14) 19 (16) (17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
2 112 | 02 [PROGRAM PENDAFTARAN Rasio Kepemilikan Dokumen
1 Irenouou Pecdafiaran Pendidi 098 | 074 | 1908962650 | 076 | 2015060000 | 078 | 2095600500 08 | 2106504200 | 0,83 | 2110900800 | 084 | 2110900800 | DISDUKCAPL
03 [PROGRAM PENCATATAN SIPIL|Rasio Kepemilikan Dokumen rn N * N
Pmmﬁ,, Sipil 099 | 045 | 1655000001 047 | 185000000| 05 | 196000000 | 053 | 207500380 | 0S5 | 210000000 056 | 210000080 | DISDUKCAPL|
04 |PROGRAM PENGELOLAAN Persentase akuras datzbase R
INFORMAS! ADMINISTRAS] fioeibin 9% | 93% | 1364350080 | 95% | 1433800900 | 96% | 1490850860 | 97% | 1501900850 | 97% | 1512800700 | 97% | 1512800700 | DISDUKCAPL
KEPENDUDUKAN
Persentase lembaga pengguna
potensi menggunakan sistem 3
pemanfatan data 0% | 42% 60% 6% 100% 100% 100%
2 |12 |05 |PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL  |Persentase jenis data
YEPENDLOUKAN "‘*P*";d_”“{‘f;??‘%?'a OWRAEN | 435 | so% | 4so00000| 5% | Ssoo0oo0| 70% | esoo0oon| a5 | 7ioon0oo | 100% | 80000000 | 100% | 120000000 | DISDUKCAPL
yeng disgjkan % e
3483812730 3688860900 3847451360 3886905430 3913701500 3953701500
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"Tabel 7.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanaﬁ OPD

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN .'

TARGET Ki‘NERJA SASARAN PAQA TAHUN

2021 eozaT 2023 | 2924 2025 2025
: Z 3 p §~
1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan di B B B B A A
Kepuasan Bidang Administrasi
Pelayanan di Kependudukan
Bidang . Meningkatnya Tertio  |Persentase Cakupan Kepemilikan | 59,25% | 61,40% | 69,25% | 72,25% | 74,50% | 77,75%
Administrasi Administrasi Dokumen Kependudukan
Kependudukan |  Kependudukan
Meningkatnya 1. Persentase Jumiah Jenis Data | 20,00% | 28.00% | 36% 44% 60% 64%
Pemanfaatan Database] Agregat Kependudukan Yang
Kependudukan Dimafaatkan Lembaga
Pengguna
2. Persentase Lembaga 7.00% | 1,00% | 19,00% | 23,00% | 26,00% | 43,00%

Pengguna Yang
Menggunakan Akses
Pemanfaatan Data
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SOCIETY 5.0
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M~ 1R

c-: ‘1% 1 \
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencat-;été’r«\%SlPhljsﬂ(

abu-

| Y

AT 4 4
paten Pesisir Selatan merupakan kumpulan perencanaan yang {dkan‘dilaksanakan oleh
SKPD terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang ber.laﬁgsuﬁ:c;; dari Tahun 2021-

2026. Penyusunan Renstra ini berpedoman keg_z;\__jda; R%PJ'I\Q'D' Kabupaten Pesisir Selatan

% {‘}‘ I"-a..:ie

Tahun 2021-2026, sesuai dengan visi dan“misi kepala daerah terpilih periode Tahun

2021-2026.

Renstra berfungsi sebagai .alat'bantu dan tolok ukur dalam menyelenggarakan

program pembangu‘-lﬁi_én Ii__fha tahunan kependudukan yang dilaksanakan sesuai
o T “"\:.L."':__

", 4 £ ¥
L -

dengan Tujuan“Dinas .--Ke:pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

yang, ;gej"‘_a.‘[}ditét:a'pkan yaitu "Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administra-

-, e

si Képéﬁﬁu&nkan' dengan misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan database kependudukan yang akurat, valid dan mutakhir dengan ~

memanfaatkan sistem teknologi informasi.
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2. Melakukan inovasi teknologi jnformasi berkelanjutan dalam rangka penyajian

struktur dan pendokumentasian data kependudukan yang akurat, mutakhir dan
lengkap guna perumusan kebijakan pembangunan daerah.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

kepada masyarakat yang mudah, cepat dan tepat waktu berbasis pela%n di
SN
v

4. Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas ' epgp ukan dan

Pencatatan Sipil. %!;:%.%\ Y

Kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan P@ncatatan Sipil Kabupat-

T‘:

en Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 Juga marupégan“macuan yang wajib dipedomani

oleh pejabat struktural dan staf Qang% mepyusun perencanaan pembangunan

1 kependudukan tahunan yang dlsesua‘ikah d‘é‘hgan tugas pokok fungsi masing-masing

(a5 -‘w"‘
L N 5

dan bidang yang dltangam

Rencana ﬁ@\. Renstra) yang telah disusun ini diimplementasikan kedalam

SR E N
.c-.».zp'gg;;—:i-i__ =5

N
bentuk R@ema (Renja) tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Ax \ N

Kepen?q&g_xkan dan Pencatatan Sipil, yang bertujuan untuk pencapaian visi, misi,

tujuan, é'élsarlan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan selama Tahun 2021-2026.

Tolak ukur kinerja dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini akan
diukur melalui laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahun yang dilaporkan ke Kementerian Pendaya-
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gunaan Aparatur Negara dan Reformast Birokrasi Republik Indonesia yang merupa-

kan potret keberhasilan dan kegagalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupat-
en Pesisir Selatan terhadap program pembangunan dan penyelenggaraan pemerinta-

han yang akuntabel, trasparansi dan partisipatif, demi mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. *"ﬁ%{\
ncatatan ¢

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan°Pe

Sipil Tahun 2021 — 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama! dari seluruh jajaran

% % |

organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari

k. %
adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan da-

lam Renstra ini.

Akhir kata demi kesemp_ur_hgaﬁ‘._._d'w&#i'*Rénstra ini kami mohon saran dan kritikan

-3 -

dari seluruh pihak. Demi:ki_anl'é-ﬁ_'ﬂézncana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan

-F:_’resisir Selatan Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai pe-

-

Pencatatan Sipil Kabupaten

doman kefj@;giﬁ’%ar}gunan kependudukan selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk
\\‘.‘\ N 3

lebil _'_“L:rggéhya Rencana Strategis




BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR %9 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN, i

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentané Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

" Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II -
Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah
| (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50,
- ’ ’Ta.mbahan Lembaran Negara Nomor 2755);




+ s bifegis 4

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
“Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;




10. Peraturan Daerah Kablflpaten Pesisir Selatan Nomor
14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan
Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencana:an Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

> O

Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kaf:)upaten Pesisir Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat
penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,
memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat
Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan

mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi .

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut
Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pesisir Selatan. :




7. Rencana Strategis Dinas yang selanjutnya disebﬁt;
adalah dokumen perencanaan dinas tahun 2021-2026.

8. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022 yang selanjutnya disebt
Dinas adalah dokumen pertancana.an dinas Tahun 2022.

' 9. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA
Dinas adalah dokumen perencanaan dan pengaanggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan.

Pasal 2
(1) Renstra Dinas merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.

(2) Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
Dinas dalam Penyusunan Renja Dinas. .,

Pasal 3
(1) Renstra Dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BABI ’ pendahuluan;
BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
BABIII  permasalahan dan isu startegis Perangkat Daerah;
BAB IV tujuan dan sasaran;
BAB V strategi dan arah kebijakan;
BAB VI  rencana program dan kegiatan serta pendanaan;

® ™o a0 g

BAB VII  kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
h. BAB VIII Penutup.

(2) Penjabaran Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

. Pasal 4

(1) Perubahan Renstra Dinas dilakukan setelah Dinas menerima Surat

Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah.

(2) Penyusunan Perubahan Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada

-  ayat (1) berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2021-
2026. ! |
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Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
§ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
4

Peraturan Bupati ini dengah penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Diundangkan di Painan
24 feptember 2021




